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Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Necgara Rcpublik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Permnerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ientang Sisiem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kcpada
Pemcrintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pcmerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan.
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1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 125.638.090.728,03
2. Pcndapatan Transfer Rp. 1.030.840.152.363,00
3. Lain-lain Pendapatan
Dacrah yang Sah Rp. 45.346.379.532,00
Jumiah Pendapatan Rp. 1.201.824.622.623,03
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 435.723.420.392,00
b) Belanja Hibah Rp. 2.948.800.000,00
¢} Belanja Bantuan Sosial Rp. 943.500.000,00

d) Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/

Pemerintahan Desa Rp. 2.458.337.000,00
¢} Belanja Bantuan Keuangan

kcpada Provinsi/Kabupaten/Kota/

Pcmerintahan Desa Rp. 236.307.951.192,00

fy Belanja Tidak Terduga Rp. 4.445.891.892.00
Jumlah Belanja

Tidak Langsung Rp. ©682.827.900.476,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawal Rp. 52.234.595.350,00
b) Belanja Barang danJasa Rp. 270.914.020.047,45
¢} Belanja Modal Rp. 187.060.512.835,84
Jumlah Belanja Langsung Rp. 510.209.128.233,29
Jumlah Belanja Rp. 1.193.037.028.709,29
Surplus/{Dchsit) Rp. 8.787.593.913,74

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 15.805.114,609,57

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan Rp. 24.592.708.523,31

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum Lampiran [1 Peraturan
Bupati ini.

Pasal !



Pasal 5

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juli 2021 M
'H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juli 2021 M
11 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 20



